BABII
KETENTUAN UPAH DALAM ISLAM, UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN

A. Pengertian Upsh

Upah dalam bahasa arab disebut a/-ujrah.' Ijarah diambil dari kata
“al-ajr’; yang artinya ialah a/-iwadh (imbalan), dari pengertian ini pahala
(twasab) dinamakan “zjr” (upah atau pahala).” Sedangkan secara istilah
Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa
dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (ujrah), tanpa
diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.’

Sedangkan menurut Sudarsono dalam bukunya “pokok-pokok
hukum Islam”, Tjarah adalah perjanjian atau perikatan mengenai
pemakaian dan pemungutan hasil dari manusia, benda atau binatang.*

Menurut istilah para ulama’ berbeda-beda dalam mendefinisikan
[jarah, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Ash-Syafi’iyah, Ijarah ialah:
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' Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawir (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 9.

2 Sayyid sabiq, Figh As-Sunnah Juz 3, (Dar Al-Fikr, Beirut: cet III, 1981), 198.

* Abdur Rahman Al-J aziry, Kitab Al-Figh Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah (Beirut: Darul Kutub,
20006), 74.

* Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam (Jakarta: Rineka, 2001), 422.
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“akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan
mubah serta menerima-menerima pengganti atau kebolehan dengan
pengganti tertentu”.

2. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqgie, Ijarah ialah:
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“akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu,

yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual

manfaat”.’

3. Menurut Idris Ahmad, upah artinya mengambil manfaat tenaga orang
lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.’

Berdasarkan definisi-definisi diatas, kira dapat dipahami bahwa
Ijarah adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan. Jika
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-
mengupah. Sewa-menyewa adalah menjual manfaat dan upah-mengupah
adalah menjual tenaga atau kekuatan.

Dalam istilah hukum Islam orang yang menyewakan atau orang
yang mempunyai tenaga disebut dengan “mu’ajir”, sedangkan orang yang
menyewa atau orang yang membutuhkan tenaga disebut dengan
“musta’jir’, benda yang disewakan atau tenaga diistilahkan dengan
“ma’jur” dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang

atau tenaga tersebut disebut dengan “upah atau ujrah”.

> Sahori Sahrani, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 168.
® Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 115.



24

Dalam konsep sederhana, akad Ijarah adalah akad sewa
sebagimana yang telah terjadi di masyarakat pada umumnya. Hal yang
harus diperhatikan dalam akad Ijarah ini adalah bahwa pembayaran oleh
penyewa merupakan imbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati.
Maka yang terjadi objek dalam akad Ijarah adalah manfaat itu sendiri,
bukan bendanya. Benda bukanlah objek dari akad ini, meskipun akad
Ijarah kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber
manfaat. Dalam akad I[jarah tidak selamanya manfaat diperoleh dari
sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. Ijarah
dalam pengertian ini bisa disamakan dengan upah-mengupah dalam
masyarakat.’

Sedangkan definisi upah menurut Undang-Undang nomor 13
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Upah adalah hak pekerja atau buruh
yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari
pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan
dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan
perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya

atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.®

"M.Yazid Afandi, Figh Muamalah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 179.
¥ Lihat pasal 1 ayat 30 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upah didefinisikan
sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga kerja yang sudah
dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.’

Menurut Edwin B. Flippo dalam karya tulisnya yang berjudul
“priciples of personal management” yang dimaksud upah ialah harga
untuk jasa yang telah diterima atau diberikan oleh orang lain bagi
kepentingan seseorang atau badan hukum. '’

Sedangkan upah dalam arti yuridis merupakan balas jasa yang
merupakan pengeluaran-pengeluaran pihak pengusaha, yang diberikan
kepada para pekerjanya atas penyerahan jasa-jasanya dalam waktu
tertentu kepada pihak pengusaha.'’

Definisi di atas pada dasarnya memiliki makna yang sama, yaitu
timbal balik dari pengusaha kepada karyawan. Sehingga dari pengertian
tersebut dapat disimpulkan menjadi hak yang harus diterima oleh tenaga
kerja sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan mereka yang didasarkan atas
perjanjian, kesepakatan atau undang-undang, dan ruang lingkupnya
mencakup pada kesejahteraan keluarganya.

Pengertian lain juga dapat kita lihat pada pernyataan Dewan
Perupahan Nasional yang juga mendefinisikan upah suatu penerimaan

sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu

? Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), cet III, (Balai
Pustaka, 2003), 1250.

' G.Kartasapoetra, Hukum Perburuhan di Indonesia berlandaskan Pancasila (Jakarta: Sinar
Grafika, 1994), 93.

" Ibid.,95.
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pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, yang berfungsi sebagai
jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan
produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang telah
ditetapkan menurut suatu persetujuan, Undang-Undang dan peraturan-
peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi
kerja dan penerima kerja. 7

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan definisi upah secara
umum Yyaitu hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang
sebagai imbalan dari pemilik modal (pengusaha) kepada pekerja (buruh)
atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, sesuai perjanjian
kerja, kesepakatan-kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan,
yang di dalamnya meliputi upah pokok dan tunjangan yang berfungsi
sebagai jaminan kelangsungan hidup dan kelayakan bagi kemanusiaan.

B. Landasan pyarak tentang ujrah

Ujrah hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Quran dan sunnah
Rasulullah. Adapun diantara sebagai berikut:
a. Al-Quran :
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'> Ahmad S. Ruky, Manajemen Penggajian dan Pengupahan Karyawan Perusahaan (Jakarta:.
Gramedia Pustaka Utama, 2001), 7.
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Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu?
Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam
kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas
sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat
mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik
dari apa yang mereka kumpulkan. (QS.Az-Zukhruf ayat 32)"

) s b5k G

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang
lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan
pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan
ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.
(QS.Al-Baqarah ayat 233).

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya
bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena
Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja
(pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". berkatalah Dia
(Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan
salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja
denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka
itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak
memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk
orang- orang yang baik". (QS.Al-Qashash ayat 26-27)"

" Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004),

491.

Y Ibid.,443.
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Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu
bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu
menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika
mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka
berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin,
kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka
berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara
kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan
Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya” (QS.Ath
Tholagq: 6).

b. As-Sunnah
sy 3l o13y) S5 planodt (b ot g e 11 J g 5 O
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Artinya: Rasulullah saw.”Berbekam, lalu beliau membayar
upahnya kepada orang yang membekamnya.” (HR. Al-Bukhari,
Muslim, Ahmad Ibnu Hanbal).

b3 Cin

Artinya: “Dari Abdullah bin ‘Umar, ia berkata: Telah bersabda

Rasulullah: “Berilah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan
sebelum kering keringatnya.” (HR.Ibnu Majah)

Adapun ketentuan tentang kewajiban para pengusaha dalam

memberikan upah adalah sebagai berikut:
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Pasal 1 ayat (3) Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja
dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Dalam pasal 95 ayat (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh
pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan
denda dan Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan juga mengatur bahwa pengusaha yang terlambat
membayar upah pekerja yang diakibatkan oleh kesengajaan atau kelalaian
pengusaha, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah
pekerja.

Adapun yang mengatur pengenaan denda tersebut adalah
pemerintah (Pasal 95 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan). Pedoman pengenaan denda diatur dalam Pasal
55 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan,
yaitu:

a. Mulai hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal
seharusnya upah dibayar, dikenakan denda 5% (lima persen) untuk
setiap hari keterlambatan dari upah yang seharusnya dibayarkan;

b. Setelah lewat hari kedelapan, apabila upah masih belum dibayar,
dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
ditambah 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen)
dari upah yang seharusnya dibayarkan;

c. Sesudah sebulan, apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda

keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b
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ditambah bunga sebesar suku bunga yang berlaku pada bank
pemerintah. '
Sedangkan menurut PP No 78 Tahun 2015 tentang upah menjelaskan
bahwasannya pentingnya upah dalam memenuhi kebutuhan hidup yang
layak bagi setiap pekerja yaitu sebagai berikut:
Pasal 4
(1) Penghasilan yang layak merupakan jumlah penerimaan atau
pendapatan pekerja dari hasil pekerjaannya sehingga mampu
memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya secara wajar.
(2) Penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dalam bentuk:
a. Upah;
b. Pendapatan non upah.
Pasal 5
(1) Upah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri
atas komponen:
a. Upah tanpa tunjangan;
b. Upah pokok dan tunjangan tetap;
c. Upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap.
(2) Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan

tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, besarnya upah

' Lihat pasal 55 Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.
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pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah upah
pokok dan tunjangan tetap.

(3) Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap,
dan tunjangan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢, besarnya pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen)dari
jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.

(4) Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian
kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 6

(1) Pendapatan non upah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2)
huruf'b berupa tunjangan hari raya keagamaan.

(2) Selain tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pengusaha dapat memberikan pendapatan non upah berupa:

a. Bonus;

b. Uang pengganti fasilitas kerja;

c. Uang servis pada usaha tertentu.

C. Rukun Dan Syarat Ijarah
Rasulullah Saw juga mewajibkan setiap umat Islam untuk

memberikan upah kepada siapa saja telah memberikan jasa atau
manfaatkan kepada kita. Sebaliknya Rasullullah Saw. Mengancam orang-
orang yang telah memanfaatkan tenaga dan jasa seseorang, tapi tidak mau
memberi upahnya dengan memasukkan mereka ke dalam tiga golongan

yang akan menjadi musuh Rasulullah Saw.
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a. Rukun [jarsh
Adapun Rukun-rukun dalam transaksi upah adalah sebagai
berikut:'°
1. Aqid, yaitu muajir (orang yang membutuhkan tenaga) dan
musta jir (orang yang membutuhkan tenaga).
2. Sighah, yaitu ijab dan qabul.
3. Ujrah, yaitu vang sewa atau upah.
4. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewakan atau jasa
dan tenaga dari orang yang bekerja.
b. Syarat Ijarah
Al-TIjarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi
syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi
lainnya. Adapun syarat-syarat akad Ijarah adalah sebagi berikut:
1. Syarat terjadinya akad
Syarat in’igad (terjadinya akad) berkaitan dengan ‘agid,
akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan ‘agid adalah
berakal dan mumayyiz menurut Hanafiah, dan baligh menurut
Syafi’iyah dan Hanabilah. Dengan demikian, akad Ijarah tidak sah
apabila pelakunya (mu’ajir dan musta jir) gila atau masih dibawah
umur.
Ulama malikiyah berpendapat bahwa zamyiz adalah syarat

Ijarah dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat untuk

' Rachmat Syafei, Figih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 125.



33

kelangsungan (nafadz). Dengan demikian, akad anak menyewakan
dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya, maka
hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin
walinya.'’

Syarat kelangsungan akad (Nafadz)

Untuk kelangsungan (nafadz) akad Ijarah disyaratkan
terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila si
pelaku (“agid) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan
(wilayah), seperti akad yang dilakukan oleh fudhuli, maka akadnya
tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiah dan Malikiyah
statusnya mauguf’ (ditangguhkan) menunggu persetujuan si
pemilik barang. Akan tetapi, menurut Syafi’iyah dan Hanabilah

hukumnya batal, seperti halnya jual beli.'®

3. Syarat Sahnya [jarah

a. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya
untuk melakukan akad Ijarah. Apabila salah seorang
diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak

sah."” yakni berdasarkan firman Allah:

17 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat (Jakarta: AMZAH, 2010), 321.

"8 Ibid.,322.

' Sayyid Sabiq, Figh Sunnah XIII (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 19.
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang
batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku
dengan suka sama-suka di antara kamu. dan
janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya
Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS.
An-Nisa: 29)
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Artinya: “Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya)
pengkhianatan dari suatu golongan, Maka
kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka
dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang-orang yang berkhianat”. (QS.Al-
Anfal: 58)

Objek akad

Manfaat yang menjadi objek Ijarah harus diketahui
secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan
dikemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi objek
[jarah itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan
manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis

manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat yang di
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terima oleh penyewa serta menjelaskan jenis pekerjaan yang
harus dilakukan oleh pekerja.

Menurut Wahbah az Zuhaili penjelasan objek kerja
dalam penyewaan tenaga kerja adalah sebuah tuntutan untuk
menghindari ketidakjelasan. Hal itu karena ketidakjelasan
objek kerja dapat menyebabkan perselisisahan dan
mengakibatkan rusaknya akad.’® Jika ada orang menyewa
seorang pekerja tanpa menyebutkan objek kerjanya, seperti
menjahit, menggembala dan lain-lain. Perlunya penjelasan
objek kerja bagi para tenaga kerja kolektif dengan
menunjukkan atau menentukannya. Atau dapat pula dengan
penjelasan jenis, tipe, kadar dan sifatnya.

c. Objek akad Ijarah harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki
maupun syar’i.

d. Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang
diperbolehkan oleh syara’.

e. Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan
kewajiban orang yang disewa (ajir) sebelum dilakukannya
Ijarah. Hal tersebut karena seseorang yang melakukan
pekerjaan yang wajib dikerjakannya, tidak berhak menerimah

upah atas pekerjaannya itu. Dengan demikian, tidak sah

20 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5 (Jakarta: GEMA INSANI, 2011), 393.
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menyewakan tenaga untuk melakukan perbuatan-perbuatan
yang sifatnya tagarrub dan taat kepada Allah.

f. Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari
pekerjaannya  untuk  dirinya  sendiri. = Apabila  ia
memanfaatkannya pekerjaan untuk dirinya maka ijarah tidak
sah. Dengan demikian, tidak sah Ijarah atas perbuatan taat
karena manfaatnya untuk orang yang mengerjakan itu sendiri.

g. Manfaat mauqud ‘alaih harus sesuai dengan tujuan
dilakukannya akad Ijarah, yang biasa berlaku umum. Apabila
manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya
akad Ijarah maka Ijarah tidak sah.”

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (ujrah)
adalah sebagai berikut:

1. Upah harus berupa mal mutagawwim yang diketahui. Syarat
ini disepakati oleh para ulama’. Syarat mal mutagawwim
diperlukan dalam Ijarah, karena upah (ujrah) merupakan harta
atas manfaat, sama seperti barang dalam jual beli. Sedangkan
syarat “upah harus diketahui” didasarkan kepada hadis

Rasulullah:

S o7 So10al% s 1. tes .
.G?\sz\ﬁ\:‘d‘dﬁ

2 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat (Jakarta: AMZAH, 2010), 326.
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“siapa yang mempekerjakan seseorang hendaklah ia
memberitahukan kepadanya berapa bayarannya”.

Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk
menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak.
Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan ‘urfatau adat
kebiasaan.

2. Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat
ma’qud ‘alaih (objek akad). Apabila upah atau sewa sama
dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka Ijarah tidak
sah.”?

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan mengatur mengenai ketentuan-ketentuan yang harus di
lakukan dalam melaksanakan kerja guna terselenggaranya hal tersebut
diantaranya adalah:

Pasal 50

Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha

dan pekerja.

Pasal 51

(1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.

(2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

2 1bid.,326-327.
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(1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar :
a. Kesepakatan kedua belah pihak;
b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum,;
c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan
ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang undangan
yang berlaku.

(2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b
dapat dibatalkan.

(3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf ¢ dan d
batal demi hukum.

Pasal 53

Segala hal dan atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan

perjanjian kerja dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab

pengusaha.

Pasal 54

(1) Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya
memuat :

a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha.
b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja.

c. Jabatan atau jenis pekerjaan.
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d. Tempat pekerjaan.

e. Besarnya upah dan cara pembayarannya.

f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha
dan pekerja.

g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja.

h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat.

i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

(2) Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf e dan f, tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perusahaan, perjanjian kerja sama, dan peraturan perundang undangan
yang berlaku.

(3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibaut
sekurang kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan
hukum yang sama, serta pekerja dan pengusaha masing-masing
mendapat 1 (satu) perjanjian kerja.

Pasal 55

Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan atau diubah, kecuali atas

persetujuan para pihak.

Sedangakn menurut PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang
pengupahan dijelaskan bahwa penetapan upah dan cara pembayaran upah
yang disarankan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:

Pasal 12

Upah ditetapkan berdasarkan:
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a. Satuan waktu;

b. Satuan hasil.

Pasal 13

(1) Upah berdasarkan satuan waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal
12 huruf a ditetapkan secara harian, mingguan, atau bulanan.

(2) Dalam hal upah ditetapkan secara harian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), perhitungan upah sehari sebagai berikut:
a. Bagi pengusaha dengan sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam

seminggu, upah sebulan dibagi 25 (dua puluh lima);
b. Bagi pengusaha dengan sistem waktu kerja 5 (lima) hari dalam
seminggu, upah sebulan dibagi 21 (dua puluh satu).

Pasal 17

(1) Upah wajib dibayarkan kepada pekerja yang bersangkutan.

(2) Pengusaha wajib memberikan bukti pembayaran upah yang memuat
rincian upah yang diterima oleh pekerja pada saat upah dibayarkan.

(3) Upah dapat dibayarkan kepada pihak ketiga dengan surat kuasa dari
pekerja yang bersangkutan.

(4) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk
1 (satu) kali pembayaran upah.

Pasal 18

(1) Pengusaha wajib membayar upah pada waktu yang telah diperjanjikan

antara pengusaha dengan pekerja.
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(2) Dalam hal hari atau tanggal yang telah disepakati jatuh pada hari libur
atau hari yang diliburkan, atau hari istirahat mingguan, pelaksanaan
pembayaran upah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan,
atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 19

Pembayaran upah oleh pengusaha dilakukan dalam jangka waktu paling

cepat seminggu 1 (satu) kali atau paling lambat sebulan 1 (satu) kali

kecuali bila perjanjian kerja untuk waktu kurang dari satu minggu.

Pasal 20

Upah pekerja harus dibayarkan seluruhnya pada setiap periode dan per

tanggal pembayaran upah.

Pasal 21

(1) Pembayaran upah harus dilakukan dengan mata uang rupiah Negara
Republik Indonesia.

(2) Pembayaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
pada tempat yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan,
atau perjanjian kerja bersama.

(3) Dalam hal tempat pembayaran upah tidak diatur dalam perjanjian
kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka
pembayaran upah dilakukan di tempat pekerja biasanya bekerja.

D. Macam-macam Ujrah
Dilihat dari segi objeknya, akad Ijarah dibagi dua macam , yaitu:

yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan (jasa). Ijarah yang
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bersifat manfaat, seperti sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, dan

pakaian.

Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan
seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini
diperbolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu yaitu
Ijarah yang bersifat kelompok (serikat). Ijarah yang bersifat pribadi juga
diperbolehkan seperti menggaji pembantu rumah, tukang kebun, dan
sa‘[pam.23

Sedangkan Ijarah ‘ala al-a’malterbagi menjadi dua yaitu:

a. Ijarah khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa
tertentu. Dalah hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain
orang yang telah mempekerjakannya. Contohnya seseorang yang
bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.

b. Ijarah musytarak, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu
orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya.
Contohnya tukang jahit, notaris dan pengacara. Hukumnya adalah ia
(ajir musytarak) boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang
menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang
lain. Ia (ajir musytarak) tidak berhak atas upah kecuali dengan

bekerja.*!

2 M.Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Figh Muamalat) (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2003), 236.
2% Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat (Jakarta: AMZAH, 2010), 333.
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Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan telah disebutkan macam-macam upah yakni
terdapat dalam pasal 88 sebagai berikut:

Pasal 88

(1) Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1),
pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi
pekerja atau buruh.

(3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja sebagimana
dimaksud dalam ayat (2) meliputi:

a. Upah minimum.

b. Upah kerja lembur.

c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan.

d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di laur
pekerjaannya.

e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya.

f. Bentuk dan cara pembayaran upah.

g. Denda dan potongan upah.

h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah.

i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional.

j. Upah untuk pembayaran pesangon.
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k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

(4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan
memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan dijelaskan bahwasannya ada beberapa macam upah ialah
sebagai berikut:

Pasal 33

Upah kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b

wajib dibayar oleh pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi

waktu kerja atau pada istirahat mingguan atau dipekerjakan pada hari
libur resmi sebagai kompensasi kepada pekerja yang bersangkutan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang
pesangon terdiri atas:

a. Upah pokok;

b. Tunjangan tetap yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya,
termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja
secara Cuma-Cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja
dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga

pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja.
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(2) Dalam hal pengusaha memberikan upah tanpa tunjangan, dasar
perhitungan uang pesangon dihitung dari besarnya upah yang diterima
pekerja.

Pasal 41

(1) Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman.

(2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upah
bulanan terendah yang terdiri dari atas:

a. Upah tanpa tunjangan;
b. Upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Pasal 42

(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) hanya
berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun
pada perusahaan yang bersangkutan.

(2) Upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih
dirundingkan secara bipartit antara pekerja dengan pengusaha di
perusahaan yang bersangkutan.

E. Batal dan Berakhirnya Ujrah
Ijarah adalah jenis akad lazim, yang salah satu pihak yang berakad
tidak memiliki hak fasakh (batal), karena ia merupakan akad pertukaran.

Kecuali jika diketahui hal yang mewajibkan fasakh. Ijarah tidak menjadi

fasakh dengan matinya salah satu yang berakad sedangkan yang

diakadkan selamat. Pewaris memegang peranan warisan, apakah ia

sebagai mu’ajir atau musta Jjir.
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Adapun hal-hal yang menjadi ljarahnya fasakh (batal) sebagai
berikut:*
1. Terjadinya aib pada barang sewaan.

Maksudnya bahwa pada barang yang menjadi obyek perjanjian
sewamenyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada di tangan
pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian
pihak penyewa sendiri.

2. Rusaknya barang yang disewakan.

Maksudnya barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa
mengalami kerusakan atau musnah sehingga tidak dapat dipergunakan
lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, misalnya yang menjadi
obyek sewa menyewa adalah rumah, kemudian rumah tersebut
terbakar atau roboh, sehingga rumah tersebut tidak dapat digunakan
kembali.

3. Rusaknya barang yang diupahkan (ma jur a’laih).

Maksudnya barang yang menjadi sebab terjadi hubungan
sewamenyewa mengalami kerusakan, sebab dengan rusaknya atau
musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka
akad tidak akan mungkin terpenuhi lagi. Misalnya : si A
mengupahkan kepada si B untuk menjahit bakal baju, dan kemudian
bakal baju itu mengalami kerusakan, maka perjanjian sewa-menyewa

akan berakhir sendirinya.

* Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta: Sinar
Grafika, 1996), 58.
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4. Terpenuhi manfaat yang diakadkan.

Dalam hal ini yang dimaksudkan bahwa apa yang menjadi tujuan
perjanjian telah tercapai, atau masa perjanjian sewa-menyewa telah
berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para pihak.
Misalnya : Dalam hal persewaan tenaga (perburuhan), apabila buruh
telah melaksanakan pekerjaannya dan mendapatkan upah sepatutnya,
dan masa kontrak telah berakhir, maka dengan sendirinya berakhirlah

perjanjian sewa-menyewa.

5. Adanya uzur.

Adanya uzur merupakan salah satu penyebab putus dan
berakhirnya perjanjian sewa-menyewa, sekalipun wuzur tersebut
datangnya dari salah satu pihak. Adapun yang dimaksud dengan uzur
di sini adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat
terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya : seorang menyewa toko
untuk berdagang, kemudian barang dagangannya musnah terbakar,
atau dicuri orang sebelum toko itu dipergunakan, maka pihak
penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa-menyewa toko yang
telah diadakan sebelumnya.

Berakhirnya akad Ijarah:
1. Periode akad sudah selesai sesuai perjanjian, namun kontrak masih
dapat berlaku walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan

beberapa alasan, misalnya keterlambatan masa panen jika
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menyewakan lahan wuntuk pertanian, maka dimungkinkan
berakhirnya akad setelah panen selesai.

2. Periode akad belum selesai tetapi pembei sewa dan penyewa
sepakat menhentikan akad Ijarah.

3. Terjadinya kerusakan objek Ijarah.

4. Penyewa tidak dapat membayar sewa.

5. Salah satu pihak meninggal dunia dan ahli waris tidak
berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkannya.
Kalau ahli waris merasa tidak masalah maka akad tetap
berlangsung. Kecuali akadnya adalah upah menyusui maka bila
sang bayi atau yang menyusui meninggal maka akadnya batal.
Perjanjian upah-mengupah dapat berhenti antara pihak pengusaha

dengan pihak pekerja. ketika terjadi pemutusan hubungan kerja
sebagaimana terterah dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan dan PP Nomor 78 tahun 2015 tentang
Pengupahan diantaranya adalah:

Pasal 150

Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang ini
meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang
berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan
atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, maupun

usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan
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mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam

bentuk lain.

Pasal 151

(1) Pengusaha, pekerja atau buruh, serikat pekerja atau serikat buruh, dan
pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan
terjadi pemutusan hubungan kerja.

(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan
kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja
wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja atau serikat
buruh atau dengan pekerja atau buruh apabila pekerja atau buruh yang
bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja atau serikat
buruh.

(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dala ayat (2) benar-
benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat
memutuskan hubungan kerja dengan pekerja atau buruh setelah
memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan
hubungan industrial.

Pasal 152

(1) Permohonan penetapan pumutusan hubungan kerja diajukan
secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan
hubungan industri disertai alasan yang menjadi dasarnya.

(2) Permohonan penetapan sebagimana dimaksud dalam ayat (1)

dapat diterima oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan
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industri apabila telah dirundingkan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 151 ayat (2).

(3) Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya
dapat diberikan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan
industrial jika ternyata maksud untuk memutuskan hubungan kerja
telah  dirundingkan, tetapi perundingan tersebut tidak
menghasilkan kesepakatan.

Peraturan Pemerinta Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan:

Pasal 52

Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, hal-hal yang dapat

diperhitungkan dengan upah sebagaimana dimaksud dalam pasal 51

yang menjadi kewajiban pekerja yang belum dipenuhi dan atau

piutang pekerja yang menjadi hak pekerja yang belum terpenuhi dapat
diperhitungkan dengan semua hak yang diterima sebagai akibat

pemutusan hubungan kerja.



